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KEPUTUSAN

MENTERT PENDIDIKAN DAN KEBUDAVAAN

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLATI

REPUBLIC YINDONESTA
NOMOR 0260/0/1994

TENTANG

TATTUN PELATARAN 199371994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBURAYAAN

bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun serta daya tampung Sckolah Menengah Umum (SMA) dan
Sckolah Menengah Kejuruan(SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu
membulka dan menegerikan sckolah tahun pelajaran 1993/1994,
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Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat

Undang-undang Nomor 2 Tahun’ 1989;
Peraturan Pemerintah;

a.  Nomor 27 Tahun 1990;

b, Nomor 28 Tahun 1990

c.  Nomor 29 Tahun 1990:

Keputnsan Presiden Republik Indonesia:
a.  Nomor 44 Tahun 1974

b, Nomor-15 Tahun 1984 sehagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dergan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 1994
c.  Nomor 96/M Talhun 1993;
d.  Nomor 16 Tahun 1994
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
4. Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 Séptember 1978;
b, Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c.  Nomor 03717071978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/0/1979 tangyal 26 Mei 1979;
¢.  Nomor 087/()/!98?.'“\1\1:,1;:\1 28 Pebruari 1983;
f. Nomor 0262/0/1984 tanggal 14 Juni 1984;
1. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985,
N, Nonior 064/0/1987 tanggal:16 Januari 1987,
i.  Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994,

Nomor B-1256/1/94 tanggal 28 Sepiember 1994,

KEPUTUSAN  MENTERD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK  INDOMESIA  TENTANS  PEMBUKAAN DAN

MEMUTUSIKKAN:

DERNCOITDIAN CIIEAL AL YTALITIN DITT ATAD AN 1002/1004




Pasal

Mcmlml\:;l Taman !\'.'|n;|k~kun;|k (I'K)
(SMP), Sekolal, Mcuc:ig:lh Umun (SMA) g
(SMK) Negeri serln Meneperikay, SMP (ay, SMA Swas
di Indonesiy tahun Delajaran 199371994

| Keputusan ini,

»Sekolah Mcncngnh Tingkat Pertama
an Selolal Menengay Kejuruan

ta di bcbcrnpn Propins;
:;'chng:limann tercantym dalam Lampiran

Pasal 2

(1) Kedu(hikan,

Struktur organisigj LK

tugas dap lungsi, SUSUNa Organisas; dan tary kerja ser(a
SM P, SMA,

dan SMK. Negeri scbngaimana

-

dimaksyq dalam Py l mnxin[.ynmsim; adalah scbngaiman:i'dflcmpkan

dalam Keputusan Menier Pendidik dan Key
& Nomor 02!/‘6/('.‘/197«\' (

udayaan -

angpal 3 Seplember 1978

b, Nomor 037()/()/1‘)78 tngeal 22 Desember 1978.

c. Nomor 0371/()/!978 (
d. Nomor 090/0/1979 (

(2) Strukyr Organisasi ‘g din sekoly, sebapaim

anggpal 22 Desember 1978
anggal 26 Mo; 1979:

ana dimakgy dalam Pasaj~|

fercantumn Calam Lampiray Keputugq), ini,

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepaly Kantor Wilayal Departemen
Kebu'dayzmn di Proping; untuk meiaksanaky, Pembukaan ¢
sebagainigqg dimaksuq dalam p

Pendidikan dan
AN penegerian sekolah

asal | yang beridy o \vihyzlhnyn 1nasing~xnasing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaa, Keputnsan ini bagi Masing.
mata angparay yang sesuai gel

Keputusan ini,

asing Propingi dibcb;mkan pada

agiimang fereantum dajam kolom 7 Lampirap |

Pasal s

69 bualh:
8.773 buah:
2.399 buah;
28 bual: ’ ot
42 bual;

86 bual,

Dengan hcrl:xkuny:l Keputuzan i, jumtan :
a  TK Negeri
SMPp Negeri
¢ SMA Negeri
d. SMiIk Nepeari
¢c.  SMT Pertaniag Neperi
f. SMK Neperi

yang tersebar 27 Propinsi di Indoneyiy.

: Pasal 6
Keputusan ini mulyj berlaky Pada tangpal ditetapkay.

Ditey

apkan (j Jakar

pacla tanppal 5 Oktober 1994

MENTIR) PF.ND!DII(/\N DAN KEBUD/\YAAN
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l‘r()f.Dr.-!n;;. Wardiman Djoj(mcgoro
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Semua Direktur Jeaderal dalam lingkungan Departemen Pendidik

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : l

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan"Kebudayaan;

an dan Kebudayaan:

an Kebudayaan:

Inspektorat Jcndcrn’l., dan Badan Penelitian dan
an dan Kebudayaan dalam lingkungan Dcpnrlénicp Pendidikan dan

Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan Pendidikan d
Semua Sekretaris Direkiorat Jenderal,
Pengembangan Pendidik
Kebudayaan:

Semua Dircktur, Kepala Biro,
Pendidikan dan Kebudayaan:

Kepala Pusat, Inspektur dalam linf;kung;\n Departemen

Kepa'a Kantor Wilayal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di
Gubernur Kepala Dacraly Tingkat T di Propinsi setempat;

Badan Adminisirasi Kepegawaian Negara;

Badan Pemeriksa Keuangan: '

Propinsi setempat;

Direktorat Jenderal Angparan Departemen Kegangan: - !
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat; ; '
Yang bersangkuten untuk dipergunakan seperlunya. "

Salinan sesvai dengan aslinya
Biro Mukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangin ’
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